MEULABOH - KPUD Aceh Barat
diduga melakukan marfeup jumlah
penduduk sehingga berdampak terja-
dinya kesalahan penetapan jumilah
kursi DPRD. setempal oleh KPU Pu-
sat. "Akibat prediksi jumiah penduduk
yang kelini, anggota DPFRD Aceh Ba-
rat yang seharusnya 25 orang merm-
bengkak jadi 30 orang. Arfinya, ada
lima orang yang tak jelas mewakili sia-
pa, sehingga akan berakibat pada ke-
rugian keuangan negara milyaran ru-
piah,” tulis AbdulJalil dalam surat pen-
gaduannya ke KPK darnr Panwaslu.

Abdul Jalil, warga Kelurahan
Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pah-
fawan, Aceh Barat bernomor pemil-
ih 11.07.050.008.003997 menga-
takan, ia mierasa wajib meluruskan
kesalahan itu karena tanggungja-
wabnya sebagai warga negara, yang
kelak akan ikut dirugikan jika ke-
uangan negara, baik yang bersum-
ber dari APBD maupun APBN ter-
kuras untuk menggaji orang-orang
yang seharusnya tak punya hak di-
gaji dengan uang rakyat.

Dalam laporannya, Abdul Jalil
menjelaskan, penetapan jumlah
kursi DPRD Aceh Barat tidak me-
ngacu pada jumlah penduduk yang
riil, tetapi didasari pada prediksi di
luar kewajaran.

Padahal kata Jalil, Kepala Badan
Pusal Statistik Kabupaten Aceh Barat

' dalam pengantar Profil Kependudide-

an Kabupaten Aceh Barat Tahur 2003
sudah secara tegas mengatakan bah-i

wa data yang diterbitkan BPS adalah
satu-satunya data yang representatif un-
tuk semua pihak, jadi diharapkan jangan
ada dualisme data kependudukan.
Jika mengacu pada data BPS,
maka jumlah penduduk Aceh Barat

. yang tersebar dalam sembilan keca-

matan hanya 176.586 jiwa dengan jum-
lah pemilih 104,600 orang. "Jika ang-
ka itu vang dipedomani, seharusnya
jumlah kursi DPRD Aceh Barat hanya
25. Kenyataannya yang ditetapkan
KPU Pusat adalah 30. Saya menduga,
kesalahan penetapan ini juga tak le-
pas dari kesalahan data, baik dari
KPUD maupun KPU Provinsi NAD,
Karenanya, saya pun berharap Pan-
waslu melakukan pengusutan agar
persoalannya menjadi jelas,” kata Jalil
dalam keterangan tambahannya kepa-

. da Serambi, Minggu petang kemarin.

Dijelaskan Jalil, sesuai Fasal 50
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003
tentang Pemilu, setiap kabupaten/kola
yang jumlah penduduknya dari 100.000
sampai 200.000 jiwa hanya mendapat
Jjatah 25 kursi DPRD. "Kenyataan, kursi
DPRD Aceh Barat yang ditetapkan KPU
melebih juinlah penduduk yang sebe-
narnya yakni 30 kursi,” kata Abd Jalil.
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Kursi DPRD Aceh Bar
Diisi Lima “Wakil Hantu™

Menurut Abdul Jalil, ekses penain-
bahan lima kursi di DPRD Aceh Barat
itu, negara dan daerah akan mengala-
mi kerugian milyara rupiah selama lima
tahun untuk membayar gaji lima orang
anggota dewan. "Bila kelima anggota
dewan itu mendapat jabatan sehingga
kerugian akan lebih besar lagi," kata-
nya, “Itulah yang menjadi dasar bagi
saya untuk melaporkan masalah ini ke
KPKE," lanjut Jalil sambil berjanji akan
terus mengkritisi soal kelebihan jum-
lah kursi DPRD Aceh Barat itu.

Berbagai kalangan lainnya di Banda
Aceh juga-meyakini ada kesalahan da-
lam penetapan jumlatikursi DPRD Aceh
Barat. “Terlepas dari siapapun yang ber-
tanggungjawab dalam masalah data itu,
tetapi secara perhitungan awam, tak
mungkin jumlah kursi DPRD Aceh Ba-
rat bisa bertambah, karena sebagian
besarwilayah itu sudah masuk dalam
kabupaten pemekaran, seperti Aceh
Jaya, dan Nagan Raya. Herannya, keti-
ka jumnlah daerah dan penduduk sema-
kin menciut, kok jumlah kursi Dewan
terus membengkak. Tak salah kalau
ada yang menilai, kursi DPRD Aceh Barat
diduduki wakil hantu,” kata seorang
pengamat di Banda Aceh.{zah/nas)




